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TEITTANG

PETIINJUI{ TEKITIS PEMBERIAN GA"'I ATAU PEI{GHASILAIT KEHGA BELAS

TAHI,N 2O2O KEPADA PEGAWAJ NEGERI SIPIL I(ABI,IPATEIT KEDIRI

Menimbang

DEITGAIT RAHMAT TI'I{AIT YAITG UAHA ESA

BI'PATI XEDIRI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasat 17 ayat l2l peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, pensiun,

T\mjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2O2O Kepada pegawai

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan penerima

Pensiun atau Tunjangan dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tanggal 7 Agustus
2O20 Nomor 9OO 14596 /418.51l2O2O perihal Peraturan Bupati Kediri
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas

Tahun Anggaran 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kediri serta

Berita Acara Rapat tanggal 10 Agustus 2O2O Nomor

9OO /23251418.51/ 2O2O tentang Rapat Pembahasan peraturan Bupati
Kediri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Keriga

Belras Tahun Anggaran 2O2O Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupa.ten Kediri,
perlu.-{nenetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis pemberial

Gaji atau Penghasilan 11s :ga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kediri;



Mengingat : 1.
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2.

J.

4.

,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupa.ten drtrm Lingkungan Provinsi Jawa Timur

sebagaimala &lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Iembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (I*mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 201I Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimala telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2O19 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 t€ntang Pemb€ntukan Peraturan

Perundalg-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahal Daerah

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor 244,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerai

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19

Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

63221:'

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji'

Pensiun, T\rnjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 202O Kepada

Pegawai Negeri Sipil, Pra-iurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil,

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 202O Nomor 189, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6545)

5.

6.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelo}aan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

2 1 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dal,am Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dala6 11.U. ' Nomor 80 Tahun 2O 15 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentuksn Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O

(l.embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O1g Nomor 4);

Peraturan Bupati Kediri Nomor 4l Taiun 2O19 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O

(Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 4l) sebagaimana

telah diubah beberapa kali teralhir dengan Peraturan Bupati Kediri
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan

Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Benta, Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2O2O Nomor 25);

MEMUTUSKATT:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMBERI.AN GAJI ATAU PENGHASILq.N KETIGA BEI.{S TAHUN 2O2O

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KAI}UPATEN KEDIRI.

BAB I
XETEITTI'AIT I'UUU

Paral 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Pegawai Negeri sipil Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat pNS adalai warga
Negara Indonesia yang memenuhi sya-rat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan dan ditempatkan di pemerintahan Kabupaten Kediri.

8.

9.

10.

11.
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2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

rrencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakitran Rakyat Daerah, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah yang b€rtindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalai perangkat

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang

diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutrrya disingkat SPM adal,ah dokumen yang

digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen

n Pelaksanaan Anggaran SKPD.

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 3p2p adalah dokumen

yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yalg diterbitkan oleh BUD

berdasarkan SPM.

BIIB U

PTUBERIAtr GA'I ATAU PEIIGHASILAT XBTIGA BEI.AA

Psrd 2
(1) Gaji atau Penghasilan ketiga bel,as tahun 2O20 yang bersumber dari APBD Kabupaten

Kediri diberikan kepada:

a. PNS Kabupaten Kediri;

b. PNS Kabupaten Kediri yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah diluar

Pemerintah Kabupaten Kediri yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah

Kabupaten Kediri;

c. PNS Kabupaten Kediri yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi

komisioner atau anggota lembaga nonstruktural ya-ng gajinya dibayarkan pada

Pemerintah Kabupaten Kediri;

d. PNS Kabupaten Kediri yang diangkat sebagai Kepala Desa dan/ atau yang

melaksanakan tugas sebagai Peralgkat Desa yang gajinya dibayarkan pada

Pemerintah Kabupaten Kediri;

e. Penerima gaji terusan dari PNS Kabupaten Kediri yang meninggal dunia, tewas

atau gugur;

f. Penerima gaji dari PNS Kabupaten Kediri yang dinyatakan hilang;

g. Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kediri; dan

h. Pimpinan BLUD.
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(2) PNS Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a tidak termasuk
PNS yang sedalg menjalani cuti diluar tanggungan negara dan yang ditugaskal di
luar Instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar

oleh instansi tempat penugasan.

(3) Pembayaran Gaji atau penghasilan ketiga belas bagi Pimpinan BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Hurufh, bersumber dari anggaran BLUD.

Pa$l 3
(l) Gaji atau Penghasilal 11s iga Bel,as setragaimala dimaksud dalarn pas6l 2 diberikan

paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
(2) Delam hal penghasilan pada bul,an Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterime karena berubahnya
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau
Penghasilan Ketiga Bel,as.

(3) Penghasilan sebaqaimana dimaksud pada ayat (f) diberikan bagi pNS meliputi gaji
pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(4) Penghasilan setraga'imsna dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS meliputi
80olo (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan
jabatan atau tunjangan umum,

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dikenakan potongan iuran
dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penghasilar sebagaimana dirna-ksud pada ayat (t) dikenakan pajak penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.

(7) Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Bel,as sebagaimana rlima[5s6 pada ayat (l)
dibebankan pada aaggaran masing-masilg SKPD Tahun Anggaran 2020.

Paret 4
(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (l) diberikan bagi penerima

gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas yaitu sebesar penghasilan I
(satu) bul;an gaji terusan pada bulan Juli.

l2l Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebanlan pada anggaran masing-masing SKpD Tahun Anggamrr 2020.

Pe$l 5
(l) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (l) maka Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan sa|ah satu
yang jumlahnya lebih be sar.

l2l Dalam tra1 PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji atau Penghasilan Ketiga Bel,as

maka kelebihan pembayaran tersebut mempakan utang dan wajib mengembalikan
kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
PEUBAYARAf, GA'I ATAU PETGHASII.AIT XETIGA BTLIIS

Pe!81 6
(l) Gaji atau Penghasilan Ketiga Bel,as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l)

dibayarkan pada bulal Agustus.

12) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilalukan pada bulan-bulan
berikutlya.

Parsl 7
Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji atau Penghasilan Ketiga

Bel,as berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan

daerah.

BAB IV
PDRTA.r(Xil'TG'AWABAT DAIT PELIIFORAIT GIT.'I ATAU

PEITGHASILAIT XETIGA BDI.AS

Pelal 8
Pertanggungiawaban dan Pel,aporan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas berpedoman pada

peraturan pemndang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah

BAB V
XETTITTUA'II PEIrUTUP

Pard 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratural Bupati
Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12-a-2O2O

BI'PAfl !iEDIRI,
ttd

HARTAITTI SUTRISIIO
Diundangkan di Kediri
padatanggal12-A-2O2O
SEI(RETARIS DATRAH KABI'PATET NEDIRI,

ttd

DEDD SUJA'IIA
BERITA DAERATI XABI'PATIIT XIDIRI TAIII'rI 2(DO ITOUOR 34

Salinal sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan

Kesejaht

Penata Tingkat I
NrP. 19661125 198903 10lO


